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LAMPI RAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 192 /PMK.03/2018 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENGKREDITAN PAJAK ATAS 

PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI 

A. CONTOH PENGGABUNGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU 
DIPEROLEH DARI SUMBER PENGHASILAN DI LUAR NEGERI DENGAN 
PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SUMBER 
PENGHASILAN DI INDONESIA 

1. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, WPDN menggabungkan 
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar 
negeri dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber 
penghasilan di Indonesia. 

Contoh: 

WPDN, PT Indologo Satu dalam Tahun Pajak 2018 menerima dan 
memperoleh penghasilan neto yang berasal dari luar Indonesia sebagai 
berikut: 

a. penghasilan usaha dari cabang PT Indologo Satu di negara V dalam 
Tahun Pajak 2018 sebesar Rp800.000.000,00; 

b. menerima dividen dari XYZ Ltd. di negara W sebesar Rp200.000.000,00 
atas penyertaan modal langsung sebesar 25% dari jumlah saham yang 
disetor. Saham XYZ Ltd. diperdagangkan di bursa efek di negara W. 
Dividen dari XYZ Ltd. tersebut berasal dari laba tahun 2016 yang 
ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahun 201 7 dan 
diterima pada bulan Februari 2018; 

c. bunga semester kedua tahun 2017 sebesar Rp l 00.000.000,00 dari STU 
Sdn. Bhd. di negara Y yang diterima pada bulan Juli 2018; 

d. keuntungan dari penjualan harta berupa saham XYZ Ltd. di negara W 
sebesar Rp50.000.000,00 yang diterima pada bulan Desember 2018; 
dan 

e. menerima dividen dari PQR Corp. di negara X sebesar Rp75.000.000,00 
atas penyertaan modal langsung sebesar 75% dari jumlah saham yang 
disetor. Saham PQR Corp. tidak diperdagangkan di bursa efek. Dividen 
dari PQR Corp. tersebut berasal dari laba tahun 2017 yang berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan saat 
diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh WPDN atas 
penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha 
yang menjual sahamnya di bursa efek, ditetapkan diperoleh pada 
Tahun Pajak tahun 2018. 

Penggabungan penghasilan yang bersumber dari luar negeri tersebut 
dengan penghasilan dalam negeri dilakukan sebagai berikut: 

a. penghasilan usaha dari cabang PT Indologo Satu di negara V 
digabungkan dengan penghasilan dalam negeri pada Tahun Pajak 2018 
yang merupakan Tahun Pajak diperolehnya penghasilan usaha. 
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b. dividen dari XYZ Ltd. digabungkan dengan penghasilan dalam negeri 
pada Tahun Pajak 2018 yang merupakan Tahun Pajak diterimanya 
penghasilan berupa dividen; 

c. bunga dari STU Sdn. Bhd. digabungkan dengan penghasilan dalam 
negeri pada Tahun Pajak 2018 yang merupakan Tahun Pajak 
diterimanya penghasilan berupa bunga; 

d. keuntungan dari penjualan harta berupa saham XYZ Ltd. di negara W 
digabungkan dengan penghasilan dalam negeri pada Tahun Pajak 2018 
yang merupakan Tahun Pajak diterimanya penghasilan berupa 
keuntungan dari penjualan harta tersebut; dan 

e. penggabungan penghasilan dividen dari PQR Corp. dilakukan sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan saat 
diperolehnya dividen dan dasar penghitungannya oleh WPDN atas 
penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha 
yang menjual sahamnya di bursa efek. 

2. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang diderita di luar 
negeri tidak boleh digabungkan dengan penghasilan di Indonesia. Namun, 
dalam hal kerugian yang diderita di luar negeri diperoleh dari harta atau 
kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan 
di luar negeri, maka WPDN dapat memperhitungkan kerugian tersebut 
terhadap penghasilan neto cabang atau perwakilan di luar negeri tersebut. 

Contoh: 

WPDN, PT Indologo Dua dalam Tahun Pajak 2018 menenma dan 
memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: 

a. di negara X, PT Indologo Dua memperoleh penghasilan usaha dari 
cabang PT Indologo Dua di negara X sebesar Rp l .000.000.000,00, 
penghasilan tersebut terdiri atas penghasilan neto komersial sebesar 
Rpl.500.000.000,00 dan kerugian dari penjualan harta berupa saham 
yang memiliki hubungan efektif dengan cabang PT Indologo Dua di 
negara X sebesar Rp500.000.000,00; 

b. di negara Y, PT Indologo Dua menerima penghasilan berupa bunga 
sebesar Rp3.000.000.000,00; 

c. di negara Z, PT Indologo Dua menerima penghasilan berupa dividen dari 
VWX Ltd. sebesar Rp750.000.000,00 (saham VWX Ltd. diperdagangkan 
di bursa ef ek negara Z); 

d. di negara Z, PT Indologo Dua menderita kerugian dari penjualan harta 
sebesar Rp250.000.000,00; dan 

e. penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp4.000.000.000,00. 

Tidak terdapat cabang PT Indologo Dua di negara Y dan di negara Z. 

Dengan demikian, Penghasilan Kena Pajak PT Indologo Dua dalam Tahun 
Pajak 2018 adalah sebagai berikut: 

a. Penghasilan neto luar negeri: 

1) negara X (penghasilan usaha) 

a) penghasilan neto komersial 

b) kerugian penjualan harta yang 

memiliki hubungan efektif 

Rp 

Rp 

1.500.000.000,00 

(500.000.000,00) 
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2) negara Y (penghasilan bunga) 

3) negara Z 
a) penghasilan dividen 

b) kerugian penjualan harta 

Jumlah penghasilan neto luar negeri 

· b. Penghasilan neto dalam negeri 

c. Jumlah penghasilan neto fiskal 

d. Penghasilan Kena Pajak 

Rp 3.000.000.000,00 

Rp 750.000.000,00 

Rp 0 00 

Rp 4. 750.000.000,00 

Rp 4.000.000.000,00 

Rp 8.750.000.000,00 

Rp 8.750.000.000,00 

Dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak, kerugian yang 
diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan 
cabang atau perwakilan di negara X dapat diperhitungkan terhadap 
penghasilan neto cabang atau perwakilan di negara X tersebut. Namun, 
kerugian yang diderita di negara Z tidak dapat digabungkan dalam 
menghitung Penghasilan Kena Pajak. 

B. CONTOH PENGHITUNGAN BESARNYA PPH LUAR NEGERI YANG DAPAT 
DIKREDITKAN 

1. Penghitungan besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan dilakukan 
sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri ini. 
Penghitungan PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan tersebut dilakukan 
per jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi. 

Contoh: 

WPDN, PT Indologo Tiga dalam Tahun Pajak 2018 menenma dan 
memperoleh penghasilan neto sebagai berikut: 

a. di negara X, PT Indologo Tiga memperoleh penghasilan usaha sebesar 
Rpl.000.000.000,00 dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar 
Rp300.000.000,0

.
0; 

b. di negara Y, PT ·Indologo Tiga menerima penghasilan berupa bunga 
sebesar Rp3.000.000.000,00 dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar 
Rp450.000.000,00, tidak terdapat pengurang penghasilan bruto atas 
penghasilan berupa bunga tersebut; 

c. di negara Z, PT Indologo Tiga menderita kerugian dari penjualan harta 
sebesar Rp250.000.000,00; dan 

d. penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp4.000.000.000,00. 

Tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara X, negara Y, dan negara Z. 
Besarnya Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dihitung 
sebagai berikut: 

a. Penghasilan neto luar negeri: 

1) negara X (penghasilan usaha) Rp 1.000.000.000,00 

2) negara Y (penghasilan bunga) Rp 3.000.000.000,00 

3) negara Z (kerugian penjualan harta) Rp 0 00 

Jumlah penghasilan neto luar negeri Rp 4.000.000.000,00 

b. Penghasilan neto dalam negeri Rp 4.000.000.000,00 

c. Jumlah penghasilan neto fiskal Rp 8.000.000.000,00 
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Rp 8.000.000.000,00 

Rp 2.000.000.000,00 

Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan per jenis penghasilan 
untuk tiap negara atau yurisdiksi dilakukan sebagai berikut: 

a. Penghasilan usaha dari Negara X: 

1) PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari negara X sebesar 
Rp300.000.000,00; 

2) Jumlah tertentu: 

Rp 1. 000. 000. 000, 00 
--------- x Rp 2.000.000.000,00 

Rp 8.000.000.000,00 

Rp 250.000.000,00 

Dikarenakan jumlah tertentu sebesar Rp250.000.000,00, lebih kecil 
dibandingkan dengan PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari 
negara X, maka jumlah PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari 
negara X yang dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang di 
dalam negeri hanya sebesar jumlah tertentu, yaitu sebesar 
Rp250.000.000,00. 

b. Penghasilan bunga dari negara Y: 

1) PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari negara Y sebesar 
Rp450.000.000,00; 

2) Jumlah tertentu: 

Rp 3.000.000.000,00 

Rp 8.000.000.000,00 
x Rp 2.000.000.000,00 

Rp 750.000.000,00 

Dikarenakan jumlah PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari 
negara Y sebesar Rp450.000.000,00 lebih kecil dibandingkan dengan 
jumlah tertentu, maka jumlah PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga 
dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan 
terutang di dalam negeri hanya sebesar PPh Luar Negeri, yaitu sebesar 
Rp450.000.000,00. 

Dengan demikian, jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh 
PT Indologo Tiga terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di dalam 
negeri adalah sebesar Rp700.000.000,00 (Rp250.000.000,00 + 
Rp450.000.000,00). Kerugian dari negara Z tidak dapat digabungkan 
dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. 

2. Dalam hal WPDN menerima atau memperoleh penghasilan yang 
bersumber dari negara atau yurisdiksi mempunyai P3B dengan Indonesia 
yang telah berlaku efektif, jumlah maksimal pemajakan di negara sumber 
atas jenis-jenis penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti dan, 
dalam hal diatur secara khusus seperti imbalan sehubungan jasa teknik, 
juga menjadi penentu dalam menghitung besarnya PPh Luar Negeri yang 
dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang di dalam negeri. 
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Contoh: 

Melanjutkan Contoh 3, terdapat P3B antara Indonesia dengan negara Y 
(P3B Indonesia - negara Y) yang telah berlaku efektif. P3B Indonesia -
negara Y mengatur mengenai pemajakan atas penghasilan bunga di 
negara sumber paling tinggi sebesar 10% dari jumlah bruto. Namun, atas 
penghasilan berupa bunga tersebut, PT Indologo Tiga dikenai PPh Luar 
Negeri berdasarkan ketentuan domestik di negara Y sebesar 
Rp450.000.000,00. Jumlah PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari 
negara Y yang dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang di 
dalam negeri, yaitu jumlah yang paling sedikit di antara: 

a. jumlah pajak penghasilan atas penghasilan bunga yang seharusnya 
terutang atau seharusnya dibayar di negara Y dengan memperhatikan 
ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara Y adalah sebesar 
10% dari jumlah bruto penghasilan berupa bunga atau 
Rp300.000.000,00; 

b. PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari negara Y sebesar 
Rp450.000.000,00; atau 

c. Jumlah tertentu: 

= 
Rp 3.000.000.000,00 

Rp 7.000.000.000,00 

Rp 750.000.000,00 

x Rp 1.750.000.000,00 

Dikarenakan jumlah pajak penghasilan atas penghasilan bunga yang 
seharusnya terutang atau seharusnya dibayar di negara Y dengan 
memperhatikan ketentuan dalam P3B sebesar Rp300.000.000,00 lebih 
kecil dibandingkan dengan PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga 
dari negara Y, dan jumlah tertentu, maka jumlah PPh Luar Negeri atas 
penghasilan bunga dari negara Y yang dapat dikreditkan dengan Pajak 
Penghasilan terutang di dalam negeri hanya sebesar pajak penghasilan 
atas penghasilan bunga yang seharusnya terutang atau seharusnya 
dibayar di negara Y dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B, yaitu 
sebesar Rp300.000.000,00. 

Dengan demikian, jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh 
PT Indologo Tiga terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di dalam 
negeri adalah sebesar Rp550.000.000,00 (Rp250.000.000,00 + 
Rp300.000.000,00). 

3. Jumlah tertentu dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang 
diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap 
Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang 
terutang atas Penghasilan Kena Pajak, paling tinggi sebesar Pajak 
Penghasilan yang terutang tersebut. 

Contoh: 

WPDN, PT Indologo Lima menerima dan memperoleh penghasilan neto 
dalam Tahun Pajak 2018 sebagai berikut: 

a. penghasilan usaha di negara X Rp l .000.000.000,00 

b. rugi usaha di dalam negeri (Rp 200.000.000,00) 

PPh Luar Negeri yang dibayar atau terutang atas penghasilan usaha di 
negara X adalah sebesar Rp300.000.000,00. 
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Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak sebesar 
Rp200.000.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut 

- Penghasilan neto dari negara X Rp 1. 000. 000. 000, 00 

- Penghasilan neto (rugi) dalam negeri (Rp 200.000.000,00) 

- Jumlah penghasilan neto fiskal 

- Penghasilan Kena Pajak 

- PPh Terutang (Tarif Pasal 17 
Undang-Undang PPh) 

Rp 

Rp 

Rp 

800.000.000,00 

800.000.000,00 

200.000.000,00 

Jumlah PPh Luar Negeri dari negara X yang dapat dikreditkan dengan 
Pajak Penghasilan terutang di dalam negeri, yaitu jumlah yang paling 
sedikit di antara: 

a. PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha sebesar Rp300.000.000,00 

b. Jumlah tertentu sebesar Rp200.000.000,00 dengan perhitungan 
sebagai berikut: 

Rp 1.000.000.000,00 
= x Rp 200.000.000,00 

Rp 800.000.000,00 

= Rp 250.000.000,00 

Dikarenakan perbandingan antara penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap Penghasilan 
Kena Pajak dikalikan dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas 
Penghasilan Kena Pajak lebih besar dibandingkan dengan Pajak 
Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, maka jumlah 
tertentu ditentukan paling tinggi sebesar Pajak Penghasilan yang 
terutang atas Penghasilan Kena Pajak, yaitu sebesar Rp200.000.000,00. 

Dengan demikian, jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan 
terhadap Pajak Penghasilan terutang di dalam negeri adalah sebesar 
Rp200.000.000,00. 

4. Dalam hal WPDN memperoleh atau menerima: 

a. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh; 

b. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final 
berdasarkan norma penghitungan khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15 Undang-Undang PPh; dan 

c. penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tersendiri sebagaimana 
dimaksud Pasal 8 ayat ( 1) Undang-Undang PPh, 

penghasilan tersebut tidak ditambahkan ke dalam penghasilan neto 
dalam negeri pada saat menghitung Penghasilan Kena Pajak. 

WPDN, Tn. Hismail Hunaedi yang bergerak di beberapa bidang usaha 
menerima dan memperoleh penghasilan dalam Tahun Pajak 2018 sebagai 
berikut: 

a. penghasilan dari usaha di negara X yang Rp 

dikenai pajak penghasilan dengan tarif 

30% atau Rp300.000.000,00 

1.000.000.000,00 
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b. penghasilan neto dalam negeri non final Rp 

c. penghasilan yang dikenai Pajak Rp 

Penghasilan yang bersifat final 

d. penghasilan istri dari satu pemberi kerja Rp 

yang telah dipotong Pajak Penghasilan 

tersendiri 

2.000.000.000,00 

1.500.000.000,00 

500. 000. 000' 00 

Tidak ada P3B antara Indonesia dengan negara X yang telah berlaku 
efektif. Tn. Hismail Hunaedi sudah menikah dan tidak memiliki anak atau 
tanggungan lain. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh 
penghasilan dihitung sebagai berikut: 

a. Penghasilan dari usaha di negara X Rp l .000.000.000,00 

b. Penghasilan neto dalam negeri Rp 2. 000. 000. 000' 00 

c. Jumlah penghasilan neto fiskal Rp 3.000.000.000,00 

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 58. 500. 000' 00 

e. Penghasilan Kena Pajak Rp 2.941.500.000,00 

f. PPh Terutang (Tarif Pasal 1 7 Rp 827.450.000,00 

Undang-Undang PPh)· 

Besarnya PPh Luar Negeri dari negara X yang dapat dikreditkan 
ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara: 

a. PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari negara X sebesar 
Rp300. 000. 000, 00; 

b. jumlah tertentu: 

Rp 1.000.000.000,00 
--------- x Rp 827.450.000,00 

Rp 2.941.500.000,00 

Rp 281.302.057,00 

maka jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan dengan Pajak 
Penghasilan terutang di dalam negeri hanya sebesar jumlah tertentu 
tersebut, yaitu sebesar Rp281.302.057,00. Sementara penghasilan dalam 
negeri yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Undang­
Undang PPh dan penghasilan istri yang dikenai Pajak Penghasilan 
tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 
PPh tidak dimasukkan dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak 
untuk menghitung besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan 
terhadap Pajak Penghasilan terutang di dalam negeri. 

5. Sesuai dengan prinsip pemajakan Undang-Undang PPh yang menempatkan 
keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, yang berarti bahwa penghasilan 
atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu 
kesatuan yang dikenai Pajak Penghasilan dan pemenuhan kewajiban 
perpajakannya dilakukan oleh suami sebagai kepala keluarga. Namun, 
dalam hal suami-istri sebagai WPDN menghendaki secara tertulis perjanjian 
pemisahan harta dan penghasilan, atau istri memilih untuk menjalankan 
hak dan kewajiban perpajakannya sendiri berdasarkan kehendak sendiri, 
maka penghitungan besarnya PPh Luar Negeri untuk masing-masing suami 
dan istri dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri ini. 
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WPDN, Tn. Nandang pada Tahun Pajak 2018 memperoleh penghasilan 
neto dalam negeri sebesar Rp2.000.000.000,00 dan penghasilan neto luar 
negeri dari negara X sebesar Rp200.000.000,00 (PPh Luar Negeri atas 
penghasilan ini sebesar Rp40.000.000,00). 

Pada Tahun Pajak yang sama Ny. Nanda (istri Tn Nandang) memperoleh 
penghasilan neto dalam negeri sebesar Rp l .500.000.000,00 dan 
penghasilan neto luar negeri dari negara X sebesar Rp300.000.000,00 
(PPh Luar Negeri atas penghasilan ini sebesar Rp60.000.000,00). 

Tn. Nandang dan Ny. Nanda tidak memiliki tanggungan dan tidak ada P3B 
antara Indonesia dengan negara X yang telah berlaku efektif. 

a. Dalam hal, kewajiban perpajakan Tn. Nandang dan Ny. Nanda 
dilaksanakan oleh suami sebagai kepala keluarga (KK), PPh Luar Negeri 
yang dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang di dalam 
negeri dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri ini, 
yang dihitung sebagai berikut: 

Penghitungan PPh terutang 

Satu kesatuan 

Suami Isteri 

Penghasilan dalam negeri Rp2. 000. 000. 000, 00 Rp 1. 500. 000. 000, 00 

Penghasilan dalam negeri 
Rp3. 500. 000. 000, 00 

gabungan 

Penghasilan luar negeri Rp200.000.000,00 Rp300.000.000,00 

Penghasilan luar negeri 
Rp500. 000. 000 ,00 

gabungan 

Jumlah penghasilan neto 
Rp4. 000. 000. 000, 00 

fiskal gabungan 

PTKP (K/O): 

- Wajib Pajak sendiri (suami) Rp54.000.000,00 

- Tambahan untuk Wajib 
Rp4. 500. 000, 00 

Pajak kawin 

- Tambahan untuk seorang 
Rp54. 000. 000, 00 

istri 

- Tambahan untuk anggota 
0 

keluarga 

Jumlah PTKP Rp l 12.500.000,00 

Penghasilan Kena Pajak Rp3.887 .500.000,00 

PPh teru tang: 

5% x Rp50. 000. 000, 00 Rp2.500.000,00 

15% x Rp200.000.000,00 Rp30. 000. 000 ,00 

25% x Rp250.000.000,00 Rp62.500.000,00 

30% x Rp3.387.500.000,00 Rpl .016.250.000,00 

Jumlah PPh terutang: Rpl .111.250.000,00 
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Besarnya PPh Luar Negeri dari negara X yang dapat dikreditkan 
ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara: 

PPh Luar Negeri dari negara X sebesar Rpl00.000.000,00 
(Rp40.000.000,00 + Rp60.000.000,00); 

- jumlah tertentu: 

Rp 500.000.000,00 
x Rp 1.111.250.000,00 

Rp 3.887.500.000,00 

= Rp 142.926.045,00 

maka jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan dengan Pajak 
Penghasilan terutang di dalam negeri sebesar PPh Luar Negeri dari 
negara X tersebut, yaitu sebesar Rp l 00.000.000,00. 

b. Dalam hal, kewajiban perpajakan Tn. Nandang dan Ny. Nanda 
dilaksanakan secara sendiri-sendiri (pisah harta atau memilih terpisah), 
PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan 
terutang di dalam negeri dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) 
Peraturan Menteri ini, yang dihitung sebagai berikut: 

Penghitungan PPh terutang 

Dikehendaki menjalankan 

kewajiban sendiri 

Suami Isteri 

Penghasilan dalam negeri Rp2.000.000.000,00 Rp 1.500.000.000,00 

Penghasilan dalam negeri 
Rp3. 500. 000. 000, 00 

gabungan 

Penghasilan luar negeri Rp200.000.000,00 Rp300.000.000,00 

Penghasilan luar negeri 
Rp500.000.000,00 

gabungan 

Jumlah penghasilan neto 
Rp4. 000. 000. 000, 00 

fiskal gabungan 

PTKP (K/O): 

- Wajib Pajak sendiri (suami) 
Rp54. 000. 000, 00 

- Tambahan untuk Wajib 
Rp4. 500. 000, 00 

Pajak kawin 

- Tambahan untuk seorang 
Rp54.000.000,00 

istri 

- Tambahan untuk anggota 
0 

keluarga 

Jumlah PTKP Rpl 12.500.000,00 

Penghasilan Kena Pajak Rp3. 887. 500. 000, 00 
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PPh terutang: 

5% x Rp50.000.000,00 Rp2.500.000,00 

15% x Rp200.000.000,00 Rp30.000.000,00 

25% x Rp250.000.000,00 Rp62. 500. 000, 00 

30% x Rp3.387 .500.000,00 Rp l .016.250.000,00 

Jumlah PPh terutang: Rpl .111.250.000,00 

PPh 
terutang 
suam1 

Jumlah pengh. neto suami 

Jumlah pengh. neto gabungan 
x PPh teru tang 

Rp 2.200.000.000,00 

Rp 4.000.000.000,00 

Rp61 l .187.500,00 

Jumlah pengh. neto istri 

x Rpl .111.250.000,00 

PPh 
terutang 
istri Jumlah pengh. neto gabungan 

x PPh terutang 

Rp 1.800.000.000,00 

Rp 4.000.000.000,00 

Rp500. 062. 500, 00 

x Rp 1.111.250.000,00 

Besarnya PPh Luar Negeri dari negara X yang dapat dikreditkan oleh 
Tn. Nandang ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di 
antara: 

PPh Luar Negeri dari negara X bagi Tn. Nandang yaitu sebesar 
Rp40.000.000,00; 

- jumlah tertentu bagi Tn. Nandang: 

Penghasilan luar negeri suami 

Penghasilan Kena Pajak 

PPh terutang atas 
x 

Penghasilan Kena Pajak 

Rp 200.000.000,00 
= x Rp l .111.250.000,00 

Rp 3.887.500.000,00 

Rp 57 .170.418,00 

maka jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan dengan Pajak 
Penghasilan terutang di dalam negeri sebesar PPh Luar Negeri dari 
negara X bagi Tn. Nandang, yaitu sebesar Rp40.000.000,00. 

Selanjutnya, besarnya PPh Luar Negeri dari negara X yang dapat 
dikreditkan oleh Ny. Nanda ditentukan berdasarkan jumlah yang paling 
sedikit di antara: 
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PPh Luar Negeri dari negara X bagi Ny. Nanda yaitu sebesar 
Rp60.000.000,00; 

- jumlah tertentu bagi Ny. Nanda: 

Penghasilan luar negeri istri 

Penghasilan Kena Pajak 

PPh terutang atas 
x 

Penghasilan Kena Pajak 

Rp 300.000.000,00 

Rp 3.887.500.000,00 
x Rpl . 111.250.000,00 

Rp 85.755.627,00 

maka jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan dengan Pajak 
Penghasilan terutang di dalam negeri sebesar PPh Luar Negeri dari 
negara X bagi Ny. Nanda, yaitu sebesar Rp60.000.000,00. 

6. Dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dibanding jumlah seluruh 
penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, besarnya PPh 
Luar Negeri yang dapat dikreditkan .paling tinggi sebesar jumlah Pajak 
Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak. 

Contoh: 

WPDN, PT Indologo Enam dalam Tahun Pajak 2018 menenma dan 
memperoleh penghasilan rieto sebagai berikut: 

a. di negara X, PT Indologo Enam memperoleh penghasilan usaha sebesar 
Rp l .000.000.000,00 dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar 
Rp300. 000. 000, 00; 

b. di negara Y, PT Indologo Enam memperoleh penghasilan usaha sebesar 
Rp3.000.000.000,00. dan dikenai PPh Luar Negeri sebesar 
Rp900. 000. 000, 00; 

c. di negara Z, PT Indologo Enam menderita · kerugian usaha sebesar 
Rp250.000.000,00; dan 

d. kerugian usaha yang diderita di dalam negen sebesar 
Rp l .000.000.000,00 . . 

Tidak ada P3B antara Indon
.
esia dengan negara X, negara Y, dan negara Z. 

Besarnya Pajak Penghasilan terutang atas seluruh penghasilan dihitung 
sebagai berikut: 

a. Penghasilan neto luar negeri: 

1) negara X (penghasilan usaha) 

2) negara Y (penghasilan usaha) 

3) negara Z (kerugian usaha) 

Jumlah penghasilan neto luar negeri 

b. kerugian yang diderita di dalam negeri 

c. J umlah penghasilan neto fiskal 

d. Penghasilan Kena Pajak 

e .. PPh Terutang (Tarif Pasal 1 7 

Undang-Undang PPh) 

Rp 1.000.000.000,00 

Rp 3.000.000.000,00 

Rp 0 00 

Rp 4.000.000.000,00 

(Rp 1.000.000.000,00) 

Rp 3.000.000.000,00 

Rp 3.000.000.000,00 

Rp 750.000.000,00 
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Besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan per jenis penghasilan 
untuk tiap negara atau yurisdiksi dilakukan sebagai berikut: 

a. Penghasilan usaha dari negara X: 

1) PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari negara X sebesar 
Rp300.000.000,00; 

2) Jumlah tertentu: 

Rp 1.000.000.000,00 
= --------- x Rp 750.000.000,00 

Rp 3.000.000.000,00 

= Rp 250.000.000,00 

Dikarenakan jumlah tertentu sebesar Rp250.000.000,00, lebih kecil 
dibandingkan dengan PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari negara 
X, maka batasan jumlah PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari 
negara X yang dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang di 
dalam negeri hanya sebesar jumlah tertentu, yaitu sebesar 
Rp250. 000. 000, 00. 

b. Penghasilan usaha dari negara Y: 

1) PPh Luar Negeri atas penghasilan bunga dari negara Y sebesar 
Rp900.000.000,00; 

2) Jumlah tertentu: 

Rp 3.000.000.000,00 
= --------- x Rp 750.000.000,00 

Rp 3.000.000.000,00 

Rp 750.000.000,00 

Dikarenakan jumlah tertentu sebesar Rp750.000.000,00 lebih kecil 
dibanding PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari negara Y, maka 
jumlah PPh Luar Negeri atas penghasilan usaha dari negara Y yang dapat 
dikreditkan dengan Pajak Penghasilan terutang di dalam negeri hanya 
sebesar jumlah tertentu, yaitu sebesar Rp750.000.000,00. 

Penghitungan jumlah PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan oleh Pf 
Indologo Enam terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di dalam negeri 
berdasarkan penghitungan di atas adalah sebesar Rpl .000.000.000,00 
(Rp250.000.000,00 + Rp750.000.000,00). Kerugian dari negara Z tidak 
dapat digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak. 

Dikarenakan besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan pada 
penghitungan di atas lebih besar dibandingkan dengan Pajak Penghasilan 
yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, maka PPh Luar Negeri yang 
dapat dikreditkan oleh Pf Indologo Enam ditentukan paling tinggi sebesar 
Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, yaitu 
sebesar Rp750.000.000,00. 

Penghitungan besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan per jenis 
penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi ditentukan secara 
proporsional berdasarkan besarnya penghasilan neto dari luar negeri per 
jenis penghasilan untuk tiap negara atau yurisdiksi dibandingkan dengan 
seluruh penghasilan neto dari luar negeri dikali dengan Pajak Penghasilan 
yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak, yang dihitung sebagai 
berikut: 
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a. Penghasilan usaha dari negara X: 

Besarnya penghasilan 
usaha dari negara X 

J umlah penghasilan 
neto luar negeri 

x 

Pajak Penghasilan 
yang terutang atas 
Penghasilan Kena 

Pajak 

Rp 1.000.000.000,00 

Rp 4.000.000.000,00 
x Rp 750.000.000,00 

= Rp 187.500.000,00 

b. Penghasilan usaha dari negara Y: 

Besarnya penghasilan 
usaha dari negara X 

J umlah penghasilan 
neto luar negeri 

x 

Pajak Penghasilan 
yang terutang atas 
Penghasilan Kena 

Pajak 

Rp 3.000.000.000,00 

Rp 4.000.000.000,00 
x Rp 750.000.000,00 

Rp 562.500.000,00 
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